BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan istilah tersendiri pada kampung atau
permukiman kumuh yang banyak dikenal sebelumnya, sebagai permukiman ilegal.
Permukiman ilegal adalah kumpulan hunian yang menempati lahan-lahan yang
tidak sesuai dengan hukum dan mempunyai kecenderungan kurang adanya sarana
prasarana yang memadai karena dibangun secara mandiri oleh masyarakatnya.
Permukiman ilegal timbul karena keterbatasan lahan, tuntutan ekonomi yang tinggi,
dan pusat kota yang menjadi tujuan migrasi. Dikarenakan lahan yang ditempati
adalah lahan-lahan ilegal, maka permukiman ini memberikan beberapa dampak
buruk bagi perkotaan seperti kepadatan tinggi, kebanjiran, masalah kesehatan dan
keamanan. Pemerintah melihat permukiman ilegal sebagai suatu kasus yang perlu
ditangani untuk menyelesaikan masalah perkotaan, oleh sebab itu muncul penataan
permukiman ilegal.

Penataan terhadap permukiman kumuh mempunyai beberapa pendekatan
yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali/relokasi. Pemugaran dan
peremajaan dilakukan pada permukiman liar karena kasus pada permukiman
kumuh tersebut hanya berhenti pada permasalahan kondisi fisik, kelayakan hunian,
keberadaan sarana prasarana tanpa adanya status ilegal pada permukiman tersebut.
Sedangkan relokasi atau permukiman kembali, merupakan tingkat penataan yang
berhubungan langsung dengan permukiman ilegal, karena permukiman tersebut

dibangun di tanah yang tidak sah atau tidak menurut hukum. Penelitian ini
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memberikan pengertian baru terhadap penataan yang dianggap belum ada
kaitannya terhadap pemindahan tempat. Relokasi menjadi salah satu cara penataan,
karena permukiman ilegal harus di pindahkan ke lahan baru yang sesuai agar
mengembalikan fungsi lahan sebelumnya yang disalahgunakan.

Penelitian ini memfokuskan terhadapan kebutuhan manusiawi yang terjadi
pada proses dan produk dari relokasi. Penataan lebih banyak berbicara mengenai
pemenuhan terhadap standarisasi permukiman. Namun, dengan adanya
pemindahan dari lahan lama ke lahan baru pada relokasi, kemudian dipertanyakan
apakah hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi
yang digunakan pada penelitian ini adalah kebutuhan manusiawi menurut Maslow
dengan lima hirarki tingkatan: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan
aktualisasi diri.

Teori arsitektur yang digunakan sebagai basis pada penelitian ini adalah
teori penataan permukiman menurut Pojani yang mengadaptasi Kellet — Nappier.
Terdapat empat kriteria pada penataan permukiman yaitu permukiman, hunian,
penghuni dan proses penataan. Sub-kriteria pada kriteria permukiman adalah
ukuran lokasi, /ayout dan kepadatan, peruntukan lahan, ruang publik, dan identitas.
Sub-kriteria pada kriteria hunian adalah arsitektur dan simbolisme, material dan
teknologi. Sub-kriteria pada kriteria penghuni adalah kondisi eksisting dan
kelekatan tempat. Sedangkan, sub-kriteria pada kriteria proses penataan adalah
keadaan asal dan pembangunan kembali.

Fokus pertama pada penelitian ini adalah mendalami hubungan antara sub-

kriteria penataan permukiman ilegal dan kebutuhan manusiawi. Setiap sub-kriteria
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pada penataan permukiman tidak hanya berkaitan terhadap hal fisiologis saja, tapi
juga berkaitan dengan lapisan kebutuhan manusiawi lainnya. Kebutuhan
manusiawi dari Maslow jika kita hubungkan dengan ilmu arsitektur, maka akan
memperlihatkan bagaimana hubungan arsitektur itu sendiri, bagaimana arsitektur
mempengaruhi interaksi manusia dan hubungan di dalam manusia itu sendiri.

Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap hal fisik dari
hubungan arsitektur itu sendiri adalah fisik hunian, kepemilikan, ukuran dan lokasi.
Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap hubungan manusia itu
sendiri adalah identitas. Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap
hubungan arsitektur dalam mempengaruhi interaksi manusia adalah ruang aktivitas
dan pola. Sub-kriteria lainnya berada diantara ketiganya, dimana sub-kriteria
kepadatan, kondisi eksisting, material, dan peruntukan lahan menunjukan
hubungan bagaimana arsitektur memberikan keamanan dan keselamatan terhadap
manusia. Dan, sub-kriteria kelekatan tempat, keadaan asal dan proses relokasi
berperan dominan bagaimana manusia merasa dihargai dengan adanya arsitektur
dan lingkungannya.

Fokus kedua pada penelitian ini adalah menemukan tingkatan dari semua
hubungan sub-kriteria tersebut. Piramida kebutuhan manusia menurut Maslow
memiliki lima tingkatan dan menjadikan aktualisasi sebagai tujuan. Hubungan sub-
kriteria sebelumnya dijadikan sebagai determinan pada tiap lapisan tersebut.
Lapisan hirarki pertama adalah kebutuhan fisiologis yang berbicara mengenai
hubungan arsitektur itu sendiri secara fisik. Lapisan hirarki kedua adalah kebutuhan

keamanan mengenai cara arsitektur memberikan keamanan dan keselamatan
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terhadap manusia. Lapisan hirarki ketiga adalah kebutuhan sosial yang menyangkut
hubungan arsitektur secara fisik mendukung aktivitas dan kebutuhan sosialisasi
antar manusia. Lapis hirarki keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu
hubungan yang dirasakan manusia sebagai tujuan apreasi dari hadirnya arsitektur
dan lingkungannya. Lapis hirarki tertinggi adalah hubungan manusai itu sendiri.
Dengan begitu tercipta diagram baru dengan 13 sub-kriteria yang dijadikan sebagai
alat baca penelitian yaitu Piramida Kebutuhan Manusiawi Penataan Relokasi
Permukiman Ilegal.

Fokus terakhir pada penelitian ini, melihat komparasi metode dan produk
relokasi pada kedua obyek studi, kampung Kalijodo dan kampung Pulo. Kedua
obyek studi ini dipilih karena memenuhi kategori relokasi yang dilakukan di
pemerintah dan kurun waktu yang sama, dan memiliki kampung sisa relokasi untuk
dilakukan penelitian.

Tingkatan pertama: kebutuhan fisiologis, pada kedua kampung terpenuhi
100% pada sub-kriteria fisik hunian dan ukuran bangunan. Tatanan arsitektur yang
baru menghadirkan fisik rumah susun yang lebih baik dengan ukuran yang sudah
sesuai dengan standar minimal rumah tinggal untuk penghuni. Namun, didapati
hanya 62.5% terpenuhi pada sub-kriteria lokasi. Hal ini tidak terpenuhi pada sub-
kriteria relokasi kampung Kalijodo, karena pemindahan yang di lakukan pada
kampung tersebut berjarak 25km, tatanan fisik yang baru memiliki karakter
lingkungan yang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan para penghuni.

Tingkatan kedua: kebutuhan keamanan, pada kedua kampung yang

terpenuhi 100% hanyalah pada sub-kriteria peruntukan lahan. Kedua kampung

226



tersebut sama-sama berdiri di lahan yang bukan seharusnya dan setelah dilakukan
penataan, bangunan rumah susun sudah berada di peruntukan lahan yang sesuai.
Pada sub-kriteria material terpenuhi 75%, bangunan rumah susun Marunda
merupakan hasil penataan fisik yang sangat signifikan terhadap kampung Kalijodo.
Namun, material pada bangunan di kampung Pulo memang sudah tergolong
memadai dan pemindahan di rumah susun Jatinegara tidak sesignifikan pada rumah
susun Marunda. Sub-kriteria kondisi eksisting mencapai 62.5% terpenuhi, hal ini
diberatkan dengan munculnya keluhan dan juga penyakit kulit pada penghuni
rumah susun Marunda diakibatkan tatanan fisik yang baru berdekatan langsung
dengan polusi dan asap batu bara daerah pabrik di sekitar Marunda. Sub-kriteria
kepadatan mencapai hanya 50%, kampung Kalijodo telah dipindahkan ke lahan
baru sehingga kepadatan rendah, namun kepadatan kampung Pulo dan rumah susun
Marunda masih pada lingkungan yang sama dengan tingkat kepadatan yang tinggi.

Tingkatan ketiga: kebutuhan sosial, pada tingkatan ini kedua kampung tidak
mendapat pemenuhan baik pada sub-kriteria ruang aktivitas maupun pola aktivitas
dan psikologi. Kampung kalijodo tidak memiliki ruang publik secara terencana,
namun tercipta ruang-ruang aktivitas di setiap bagian kampung, seperti gang antar
rumah, jembatan penghubung sungai, warung dan ruang poskamling, dan beberapa
titik jalan disepanjang sungai. Berbeda dengan rumah susun Marunda yang
memiliki ruang publik terencana ditengah 4 bangunan, namun penelitian ini
menemukan ruang tersebut hampir tidak terpakai. Hal ini disebabkan tatanan fisik
yang baru menciptakan unit secara vertikal dan munculnya jarak yang lebih jauh

antar penduduk. Ruang aktivitas yang muncul pada tatanan fisik di rumah susun
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lebih cenderung mirip dengan kampung sebelumnya, seperti koridor depan unit,
ruang kosong antar lantai pada tangga bangunan. Hal ini terjadi karena penghuni
merasa lebih nyaman dengan jarak antar rumah yang dekat, akses dicapai secara
horizontal dan ruang antar unit yang bersifat semi terbuka dan masih medapat
cahaya matahari.

Kampung Pulo juga tidak memiliki ruang publik terencana, ruang aktivitas
banyak terjadi pada ruang depan rumah dan disepanjang jalan yang sudah
dinormalisasi. Aktivitas yang terjadi beragam dengan tingkat yang tinggi di
beberapa titik kampung. Tatanan fisik yang baru pada rumah susun Jatinegara
memiliki ruang publik di lantai 1 dan ruang-ruang kecil di setiap lantai, namun
aktivitas yang terjadi menurun dibandingkan kampung sebelumnya. Tatanan fisik
vertikal dengan jumlah 16 lantai menjadikan kegiatan sosial terpecah dan membuat
penghuni tidak terhubungkan satu dengan lainnya. Jarak antar unit dan tingginya
bangunan mengubah aktivitas yang terjadi pada seluruh penghuni. Satu-satunya
ruang aktivitas yang hidup ada di lantai 1 karena didukung dengan hadirnya PAUD
dan lantai 2 dengan adanya area komersil UMKM. Namun, lantai 3 sampai lantai
16 ditemukan hampir tidak adanya aktivitas karena unit yang terisolasi setiap lantai.

Tingkatan keempat: kebutuhan penghargaan, pada tingkatan ini kedua
kampung tidak memenuhi pada dua sub-kriteria, baik proses relokasi dan keadaan
asal. Pada sub-kriteria kelekatan tempat kampung Pulo memenuhi, namun
kampung Kalijodo mengalami penataan fisik yang menyebabkan perubahan
karakteristik tempat yang drastis, menyebabkan banyak perubahan pekerjaan,

sekolah, dan lingkungan. Pada sub-kriteria proses relokasi, kedua kampung tersebut
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dilakukan relokasi tanpa adanya penggantian rugi sesuai dengan yang dijanjikan
pemerintah diawal sosialisasi. Sedangkan, sub-kriteria keadaan asal tidak terpenuhi
karena penataan fisik yang baru tidak memperhatikan banyaknya penduduk yang
sudah tinggal di kampung sebelumnya dari 10 hingga 20 tahun atau lebih. Penataan
fisik baru berupa rumah susun dihadirkan hanya sebagai pelengkap kebutuhan
ruambh fisik bukan sebagai tempat tinggal.

Tingkatan tertinggi: kebutuhan aktualisasi diri, ditemukan kedua kampung
ternyata memenuhi di atas 75%. Hal ini merupakan temuan yang berbeda dengan
teori Maslow yang digunakan sebagai basis. Aktualisasi diri merupakan puncak
pencapaian tertinggi setelah seluruh tingkatan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan
ketiga (kebutuhan sosial) dan keempat (kebutuhan penghargaan) belum terpenuhi,
namun berdasarkan survei para penghuni telah mengalami perubahan identitas, rasa
memiliki dan percaya diri pada penataan fisik yang baru.

Hasil temuan pada penelitian ini berupa diagram baru sebagai perbaikan
dari kebutuhan manusiawi Maslow dan kriteria penataan Pojani. Penelitian ini
menemukan terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri meski kebutuhan penghargaan
dan kebutuhan sosial tidak terpenuhi. Hal ini membuktikan aktuaisasi bukan hal
terpenting atau tujuan akhir dari para penghuni relokasi. Hal yang paling terpenting
bagi para penghuni adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi satu dengan
lainnya, menciptakan aktivitas bersama dan kelekatan tempat yang tercipta pada
kampung sebelumnya. Setelah adanya penataan, fisik arsitektur yang baru tidak
mendukung kebutuhan sosial dan penghargaan tersebut karena komposisi unit yang

statis, koridor dalam bangunan yang tertutup, jarak aktivitas dan ruang terbuka yang
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jauh dan susunan rumah secara vertikal sehingga memisahkan setiap lantai

bangunan dengan sirkulasi.

7.2 Kontribusi dan Implikasi Studi

Hasil penelitian ini memberi tiga kontribusi yang dapat disumbangkan bagi
ilmu dan masyarakat, yaitu:

1. Perbendaharaan pengetahuan teoritis dan metodologi arsitektur

Hasil dari penelitian ini adalah pengkayaan pengetahuan teoritis dan empiris
pada kebutuhan manusiawi pada penghuni relokasi kampung pulo dan kalijodo.
Kontribusi tersebut dapat dibedakan scara substantif dan metodologis, yaitu:

Pada kontribusi - substantif, berupa: a) pemetaan kembali tingkatan
kebutuhan manusiawi sebagai aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya
terlepas dari hirarki sebelumnya; b) elaborasi pendekatan kebutuhan manusiawi
pada arsitektur (Pojani — Kellet dan Maslow) untuk membaca dalam konteks
penataan permukiman ilegal melalui proses relokasi, dengan kebutuhan sosial
sebagai penghubung dari semua kebutuhan manusiawi lainnya.

Pada kontribusi metodologis, berupa: a) kerangka analisis pada hasil
penelitian ini berupa bagan baru sebagai alat untuk membaca sub-kriteria
kebutuhan manusiawi pada penataan permukiman ilegal secara empiris; b)
Operasionalisasi kerangka analisis dari penelitian ini dapat digunakan untuk
mendeskripsikan, mengelompokkan dan mencari hubungan secara utuh antara
kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan

dan kebutuhan aktualisasi diri penghuni kampung relokasi.
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2. Pemberdayaan masyarakat penghuni relokasi sebagai fokus penataan arsitektural
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan

serta arahan bagi pemerintah kota dalam melakukan penataan arsitektural agar

menjadikan penghuni relokasi dan kebutuhan mereka bersosialisasi sebagai upaya

mempertahankan nilai budaya yang tertatanam pada permukiman ilegal dapat

dikembangkan ke arah yang lebih baik.

3. Masukan dalam praktik perancangan dan penentuan kebijakan

Hasil akhir dari penelitian ini baik dalam bentuk bagan baru maupun
pengembangan teori dapat menjadi masukan bagi para perencana dan pihak
pemerintah sebagai penentu kebijakan yang akan datang terhadap penataan relokasi
atau permukiman kembali. Hasil penelitian ini menjadi arahan bagaimana sub-
kriteria ruang aktivitas, pola aktivitas dan psikologi dari penghuni permukiman
ilegal terbentuk, di tatanan fisik yang lama agar dapat diadaptasikan dengan tatanan
fisik yang baru.

Secara menyeluruh, kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan terpenting
terutama bagi masyarakat kampung. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan
pedoman suatu relokasi untuk mengetumakan apek fisik yang mampu
mendudukung proses bersosialisasi dalam sebuah rumah susun nantinya.
Kekerabatan antar warga merupakan basis terpenting dalam perencanaan rumah

susun relokasi.
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7.3 Keterbatasan Studi

Penelitian kebutuhan manusiawi pada penataan permukiman ilegal bukanlah akhir
dari proses penelusuran, penggalian, pengungkapan dan penemuan sub-kriteria
pada masing-masing kebutuhan. Penelitian ini ialah awal dari titik temu antara
permukiman ilegal, penataan arsitektur dan kebutuhan manusiawi. Dan, hasil dari
penelitian ini dapat dijadikan gerbang masuk bagi berbagai pihak yang tertarik
untuk melanjutkan topik penelitian ini agar lebih komprehensif.

Pengembangan teori kebutuhan manusiawi dan penataan permukiman ilegal
yang diterapkan pada proses relokasi dijadikan sebagai temuan penelitian ini yang
menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Namun di sisi lain, penelitian ini
masih menyisakan beberapa substansi yang belum tuntas sebagai keterbatasan
penelitian, karena di luar dari batas kemampuan dan waktu. Beberapa keterbatasan
dalam penelitian ini, yakni:

Pertama, keterbatasan rujukan tertulis mengenai proses relokasi kampung
Pulo dan Kalijodo yang sangat terbatas, demikian juga dengan data visual dan
audio-visual terkait kedetailan dari rekaman permukiman ilegal di masa lampau.
Informasi yang tersedia mengenai rekaman permukiman ilegal, baik pada kampung
pulo maupun kalijodo sangatlah terbatas. Penelitian lanjutan dapat mengolah lebih
dalam terkait rekaman data dari permukiman sebelumnya agar lebih relevan dan
kontekstual dalam bidang-bidang tertentu.

Kedua, keterbatasan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
memiliki lingkup yang terbatas. Penelitian terbatas pada penafsiran tatanan fisik

arsitektur dengan melihat hubungannya terhadap kebutuhan manusiawi. Pada
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kebutuhan fisiologi dan keamanan, kedua kebutuhan ini masih berkaitan erat
dengan arsitektur. Pada kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri
banyak melibatkan penghuni sebagai obyek penelitian. Oleh sebab itu, penelitian
lanjutan dapat berangkat dari ilmu psikologi, sosiologi atau bidang ilmu lainnya
untuk dapat mengukur dampak besar terhadap manusia.

Ketiga, keterbatasan dari sifat penelitian observasi lapangan cenderung
terbuka subyektif oleh interpretasi pribadi, sehingga memungkinkan adanya bias
pada penelitian ini. Penelitian ini telah melakukan analisis deskriptif secara
mendalam dan melalukan korelasi dari beberapa teori. Data-data tersebut juga
dilakukan perbandingan dengan menggunakan rekaman visual dan audio dari unit
amatan, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, keterbatasan dari data keterlibatan pemerintah terhadap kebijakan
yang dilakukan dan proses terkait relokasi yang terjadi pada kedua kampung. Hasil
penelitian ini pun lebih banyak melibatkan pihak penghuni relokasi sebagai objek
amatan dan rujukan. Penelitian lanjutan dapat berangkat dan diperlengkapi di waktu
yang akan datang dengan mengkorelasikan dan melibatkan pihak pemerintah.
Keempat keterbatasan tersebut memberi pengaruh pada penelitian ini baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Namun, semua keterbatasan dapat teratasi dengan
seksama, sehingga penelitian ini terselesaikan dan dipertanggungjawabkan demi
ilmu dan masyarakat.

7.4 Saran
Indonesia memiliki banyak kota besar dengan memiliki permasalahan yang

serupa pada pertumbuhan permukiman ilegal. Program relokasi sebagai salah satu
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cara penataan terhadap permukiman ilegal telah banyak digunakan dan akan terus
dilaksanakan dengan bakat permasalahan yang sama. Oleh sebab itu, hasil
penelitian ini memberikan saran terhadap proses pelaksanaan relokasi di masa yang
akan datang agar dapat memenuhi kebutuhan manusiawi.

Berdasarkan temuan yang didapatkan, maka dalam penataan relokasi
permukiman ilegal yang akan datang diperlukan adanya beberapa pedoman
terutama dalam memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan bagi penghuni. Hasil
disertasi ini memberikan rekomendasi terutama terhadap tatanan fisik yang baru
pada bangunan relokasi seperti tinggi bangunan tidak melebihi 3 lantai,
diperbanyak ruang-ruang kecil organik untuk penghuni beraktivitas dengan skala
mikro, lokasi, penataan unit dan bentuk ruang disesuaikan dengan aktivitas dan
kebiasaan warga kampung, proses relokasi dan perancangan lebih banyak
melibatkan aspirasi warga baik fisik dan non-fisik Saran di atas merupakan saran
dari sudut pandang arsitektur dengan mendalami tatanan fisik pada rumah susun.
Akan tetapi, akan memberi dampak yang meluas terhadap berbagai pihak, baik

dalam bidang teori, akademi dan praktik.
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